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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN

bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Sumber Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Merangin
Tahun Anggaran 2015

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3850););

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);




10.

11,

12.

13.

-2-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
684);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 297);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014
Nomor 7).



i

Menetapkan

-3-

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN) DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2015
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa;

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan setelah APBDes siap dan Laporan
Pertanggungjawaban Dana Desa semester sebelumnya.

(4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(§) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:
a. RKPDes
b. APBDesa; dan

b. laporan realisasi pertanggungjawaban Dana Desa tahun
sebelumnya.

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa semester I,
begitu juga dalam penyaluran Dana Desa tahap III setelah Kepala Desa
menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II.

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan
dalam APBDesa.

2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dana Desa sebagaiman dimaksud diprioritaskan untuk mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangnan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Belanja tak
terduga.
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal, 30 Juni 2015

BUPATI MERANGIN
ttd
H. AL HARIS
Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 30 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,
ttd

H. SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FIRDAUS. SH. MH
Pembina
NIP.19671219.199203.1.007




